






A. Latar Belakang 
Indonesia berdiri dan tumbuh sebagai Negara hukum dimana kehidupan 
yang berjalan tidak bisa menjauh dan terpisah dari berbagai norma, aturan 
yang berlandaskan pada satu dasar yaitu Undang- Undang Dasar 1945 yang 
dimana merupakan dasar dari segala aturan hukum yang memuat beberapa 
nilai yang mencakup dari alinea I dan alinea II, dan alinea III yang memuat 
poin mengenai aturan hukum ataupun moral begitupun dengan 
diberlakukannya hukum yang didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 
dan pancasila sebagai dasar Negara yang bertujuan untuk mengatur serta 
mengklaim keberlangsungan kehidupan bangsa dan Negara dengan 
kesejahteraan yang paling mendasar dan utama, yang dimana merupakan 
tujuan dari Undang- Undang Dasar 1945 pada alenia IV menegaskan bahwa 
keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang merdeka itu 
secara moral adalah benar.1 Pada dasarnya Indonesia terdiri dari beberapa jenis 
suku bangsa dan ras bahkan juga beberapa Agama. Selain Undang- undang 
Dasar 1945 yang berperan sebagai sumber hukum atau dasar hukum positif di 
Indonesia , di Indonesia juga berlaku beberapa macam hukum dan juga 
dipraktekan untuk menjaga ketertiban dalam berkehidupan berbangsa. 
Dalam mempelajari hukum harus dimulai dari yang tersukar : dengan 
pertanyaan, apakah yang dinamakan hukum. Dahulu kebanyakan orang 
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menjawab pertanyaan itu dengan definisi yang agak indah. Definisi memang 
indah terlebih jika definisi itu adalah hasil dari fikiran dan penyelidikan 
sendiri. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya , sehingga tidak 
mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan.2 
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengadopsi hukum pidana 
yang berlaku di negara eropa terutama negara belanda yang membawa hukum 
tersebut ke Indonesia saat penjajahan. Hukum Pidana sendiri memiliki banyak 
arti dari para ahli yang menyumbangkan pemikirannya . Dari salah satu buku 
Hukum pidana dijelaskan terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan 
keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) 
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman , yaitu suatu penderitaan 
yang bersifat khusus.3 
Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana, 
masing – masing hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam 
arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif diatas 
yang dapat diketahui, bahwa peraturan peraturan yang mengaitkan suatu 
tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya dapat 
datang dari negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum 
umum lainnya.  
Masyarakat hukum umum seperti itu adalah misalnya apa yang disebut 
dareah – daerah istimewa yang kedudukannya sama dengan sebuah provinsi, 
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daerah daerah tingkat 1 atau provinsi – provinsi dan daerah daerah tingkat II 
seperti kabupaten atau kotamadya.4 
Menurut Soedarto, Hukum pidana juga dapat dipandang dari segi 
dogmatic yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni :Perbuatan yang 
dilarang, Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, pidana yang 
diancam terhadap pelanggaran larangan itu. Kitab Undang-undang hukum 
pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah colonial 
Belanda. Pertimbangan praktis .  
Beberapa tahun belakangan, lebih tepatnya pada 1 juni 2016 sampai 31 
maret 2017 pemerintah Indonesia khususnya dirjen pajak memberlakukan 
kebijakan amnesti pajak. Menurut UU Tax Amnesty No 11 tahun 2016 
pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah pengampunan atau pengurangan 
pajak terhadap property yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk 
penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi pajak terutang, penghapusan 
sanksi pidana tertentu yangharus diharuskan membayar dengan uang tebusan. 
Pengampunan pajak ini bukan hanya properti yang disimpan di luar negeri, 
tetapi juga berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara 
benar. 
Dari beberapa poin yang menjadi pengertian amnesti pajak, amnesti 
pajak juga dapat memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi pidana. 
Pada  dasarnya,  apa  yang  diatur  dalam  aturan  perundang-undangan  adalah 
hal-hal  yang  umum  sifatnya.  Utrech  menyatakan,  bahwa  sifat  umum  
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tersebut membuka  kemungkinan  peluang  akan  kemungkinan  dijatuhkannya  
pidana  yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya 
hukuman kepada seseorang  yang  tidak  bersalah, dan orang yang bersalah 
justru tidak diberikan hukuman. 5 
Di dalam  KUHP  meskipun  mengatur  tentang  alasan  penghapus  
pidana,  akan  tetapi KUHP  tidak  memberikan  pengertian  yang  jelas  
tentang  makna  alasan  penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan 
penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan  penghapus  pidana  yang  
merupakan  alasan  pemaaf,  dan  yang  kedua  alasan penghapus pidana yang 
merupakan alasan pembenar.6 
Untuk itu Amnesti pajak yang dimana didalamnya ada kebijakan yang 
menghapuskan Sanksi pidana dianggap rancu atau kurang tepat. Karena hanya 
dengan mengikuti ketentuan membayar amnesti pajak saja atau yang biasa 
juga disebut uang tebusan maka sudah dianggap tidak mendapatkan sanksi 
pidana atau dihapuskan nya sanksi pidana tanpa melalui persidangan atau 
pengadilan pajak. Hal ini nantinya ditakutkan menyebabkan banyak 
pengusaha yang curang  dengan mengulangi atau melakukan manipulasi pajak 
atau semacamnya.  
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah 
dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran 
                                                          
5
 Eva   Achjani   Zulfa, 2010, Gugurnya   Hak   Menuntut   Dasar   Penghapus,   Peringan,   dan 
Pemberat Pidana, Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm 45. 
6





yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang 
di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana proses pelaksanaan amnesti pajak ? 
2. Bagaimanakah penghapusan sanksi dalam amnesti pajak  ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam 
pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan 
motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan di atas 
maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Mengetahui proses terjadinya amnesti pajak. 
2. Mengetahui dan memahami terhadap penghapusan sanksi pidana dalam 
amnesti pajak. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau 
bermanfaat bagi para pembacanya dan juga dapat menjadi sumber 
pembelajaran kedepannya. Dengan adanya tujuan yang telah tersebut diatas, 
penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu 
hukum pidana khususnya mengenai Penghapusan sanksi pidana dalam 





b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain dalam melakukan 
penelitian hukum pidana dan pengetahuan tentang amnesti pajak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai sudut 
pandang hukum pidana terhadap penghapusan sanksi pidana dalam 
kebijakan amnesti pajak. 
 













Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 
Kebijakan pemerintah yang berupa Amnesti pajak ini diatur dalam 













dimaksud Amnesti pajak (tax Amnesty) ialah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar 
Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pelaksanaan 
program tax amnesty ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 
2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia. 7Kebijakan ini 
ditujukan kepada Wajib Pajak (warga negara Indonesia baik yang sudah 
memiliki NPWP maupun tidak), yang belum melaporkan harta kekayaan 
secara terperinci kepada Negara (dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan 
dan lain-lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha. Wajib 
Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta 
yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar 
Uang Tebusan dengan jumlah tertentu. Dengan melakukan persyaratan yang 
diperlukan maka wajib pajak akan terbebas dari sanksi administrative maupun 
sanksi pidana, hal itu menimbukan sebuah ketidakadilan. Hal tersebut dapat 
dipertanyakan dan harus di pertanggung jawabkan. Karena dengan mudah nya 
memberikan pengampunan dan menghilangkan sebuah sanksi pidana nanti 
suatu saat yang akan datang diduga dapat menimbulkan berbagai dampak 
negatif . 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian ialah suatu kegiatan yang ilmiah yang memuat 
metode, sistematika dan bertujuan agar bisa mempelajari berbagai peristiwa 
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hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode 
ilmiah dengan melakukan sebuah penyelidikan dengan seksama dan lengkap 
terhadap bukti-bukti yang di peroleh dari suatu permasalahan yang dihadapi 
tersebut.8 Guna memperoleh data – data yang sesungguhnya, di dalam 
penelitian ini mempergunakan suatu metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini 
adalah penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk 
memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 
berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian 
ini penulis akan mendiskripsikan mengenai proses pelaksanaan amnesti 
pajak dan penghapusan sanksi dalam amnesti pajak. 
2. Metode Pendekatan  
Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau 
dipecahkan dengan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  
Pendekatan  yuridis (hukum  dilihat sebagai norma atau das sollen),   
karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-
bahan hukum pidana dan pajak. Pendekatan empiris (hukum  sebagai  
kenyataan sosial,  kultural  atau das  sein).  
Karena dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer yang 
diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan  yuridis  empiris  dalam  
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penelitian  ini  maksudnya  adalah bahwa  dalam  menganalisis  
permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan terlebih dahulu 
bahan-bahan  hukum pidana dan hukum pajak  (yang  merupakan  data  
sekunder) baru meneliti data  primer  yang diperoleh  di lapangan. 
Penelitian ini mengkaji secara yuridis tentang proses pelaksanaan amnesti 
pajak dan penghapusan sanksi dalam amnesti pajak. 
3. Metode Pengumpulan Data 
 Dengan berlakunya pendekatan yuridis empiris, maka selanjutnya 
menetapkan teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam penulisan ini 
yang digunakan yaitu: 
a. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan 
menghimpun, mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-
buku, makalah, jurnal-jurnal, artikel, media internet, hasil penelitian 
dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 
masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai amnesti pajak. Data 
sekunder dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
b. Studi Lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data 
primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung 
maupun tertulis mengenai amnesti pajak kepada petugas Kantor Pajak 
Pratama Boyolali yang kemudian dapat dikatakan sebagai responden.  
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah menetapkan lokasi yang akan digunakan 





yang akan diteliti didapatkan, dalam hal ini di Kantor Pajak Pratama 
Kabupaten Boyolali. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan 
studi lapangan pada lokasi penelitian dengan melakukan wawancara secara 
langsung maupun secara tertulis mengenai rumusan masalah yang akan 
diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti sehingga dapat 
tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan. 
5. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode 
deduktif, yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan 
yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang 
bersifat khusus.9 Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini 
tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya 
terkait dengan rumusan masalah. Dalam hal ini penulis ingin meneliti 
secara khusus tentang Banyaknya pendaftar amnesti pajak yang 
dihapuskan sanksi pidananya, yang datanya didapatkan di kantor 
pelayanan pajak Boyolali. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan 
menguraikan masalah-masalah yang ada pada penghapusan sanksi pidana 
pada kebijakan amnesti pajak ini dalam empat (4) bab. Adapun sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
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Bab I yaitu Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang Latar 
Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Kerangka penelitian, Metode Penelitian, Sistematika 
Penulisan. 
Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan 
menguraikan tentang tinjauan umum penghapusan sanksi pidana dalam 
amnesti pajak, tinjauan umum proses amnesti pajak. 
Bab III yaitu Hasil dari Penelitian dan Pembahasan, berisikan jawaban 
tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya diantaranya yaitu 
mengenai proses amnesti pajak dan penghapusan sanksi pidana dalam amnesti 
pajak  
Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan yang 
diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari 
simpulan tersebut. 
 
